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KATA PENGATAR

Hukum Administasi Negara terus berkembang secara teori, konsep, dan
praktek hukum mengikuti perkembangan zaman dalam tata kelola
pemerintahan. Perkembangan Hukum Administrasi Negara, memastikan
pelayanan publik ke warga masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan
baik, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum
yang Baik.

Sebagai negara demokrasi, bangsa Indonesia berdasarkan atas hukum.
Konsep negara hukum, menempatkan asas legalistas sebagai dasar untuk
menyelenggarakan fungsi pemerintah. Tata kelola administrasi pemerintah
berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (UU AP). Konsep negara hukum, pada aspek hukum administrasi,
pemerintahan dalam berbuat/bertindak sesuai sistem pemerintahan dan sistem
kenegaraan. Badan dan/atau pejabat pemerintahan berkedudukan sebagai
perbuatan hukum publik, dan privat dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Kedudukan dan kewenangan pejabat pemerintahan terkait keputusan
dan/atau tindakan pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan
AUPB. Kewenangan yang melekat pada badan dan/atau pejabat pemerintah,
berupa atribusi, delagasi, dan mandat. Kewenangan badan dan/atau pejabat
dibatasi atas masa, wilayah, dan cakupan bidang subtansi wewenang. Di sisi lain
dilarang menyalagunakan wewenang badan dan/atau pejabat pemerintah berupa
larangan melampaui wewenang, larangan mencampuradukan wewenang,
dan/atau larangan bertindak sewenang-wenang.

Tindakan administrasi pemerintahan yang disebut perbuatan pejabat
pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau
tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan
pemerintahan. Tindakan pejabat pemerintahan yang dikeluarkan untuk
memenuhi kebutuhan hukum masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan
berdasarkan peraturan perundang-undangan dan AUPB. Tindakan pemerintah
yang bebas (diskresi) dilakukan untuk mengatasi persoalan konkret yang
dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-
undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak
jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan.

Dalam hukum administrasi negara, ada instrumen pemerintah, berupa
alat-alat atau sarana-sarana dalam melaksanakan tugas pemerintah berupa
peraturan perundang-undangan, keputusan tata usaha negara, instrumen
keperdataan, konsensi. Instrumen pemerintahan ini berdasarkan peraturan
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perundang-undangan dan AUPB. Selain aparatur sipil negara baik ASN, PNS,
PPTK yang melaksanakan administrasi pemerintahan, sesuai dengan sistem
administrasi pemerintahan.

Hukum administrasi negara, saat berkembang dengan penerapan fiktif
positift UU AP, perizinan OSS yang dirubah dengan perizinan berbasis resiko
pasca terbit UU Cipta Kerja, pajak, keuangan negara dan bendahara negara,
kerjasama antara daerah, administrasi lingkungan, acara PTUN dengan banyak
perma terkait kompetensi pengadilan PTUN, dan terbitnya UU Cipta Kerja yang
merisi UU AP.

Perubahanan UU AP yang dirubah UU No.11 Tahun 2020 tentang Cipta
Ketja, yang menghilangkan persyaratan badan dan/atau pejabat harus
memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB dalam
mempergunakan diskresi. Konsep fiktif positif di Pasal 53 UU AP memberi
batas waktu 10 (sepuluh) hari bagi badan dan/atau pejabat untuk memproses
permohonan, apabila diamnya pejabat, maka dianggap permohonan dikabulkan
dengan mengajukan ke pengadilan Tata Usaha Negara. UU Cipta kerja konsep
ini lebih singkat dalam memproses permohonan warga diberi waktu badan
dan/atau pejabat pemerintah selama 5 (lima) hari.

Namun proses putusan fiktif positif tidak boleh langsung ke pengadilan
Tata Usaha Negara. Semua proses dilakukan dimana permohonan dilakukan
warga negara untuk penyelesaian dengan mengajukan upaya administarasi
berupa keberatan kepada instansi penyelenggara pemerintahan yang dilakukan
permohonan warga masyarakat, dan banding ke atas pejabat penyelenggara
pemerintahan.

Proses upaya administrasi berupa keberatan dan banding ini, menjadi
syarat mengajukan fiktif positif dapat di proses di Pengadilan Tata Usaha
Negara. Semua proses penyelesaian permohonan diarahkan pada penyelenggara
pemerintahan, apabila ditolak semua, maka proses selanjutnya ke Pengadilan
Tata Usaha Negara. UU AP yang dirubah UU Cipta Kertja, merubah tatanan
dalam pemerintahn dari perizinan yang berbasis resiko, diskresi, dan
penghapusan yudisian pengadilan PTUN terkait putusan fiktif positif.

Buku ajar Hukum Administrasi Negara, memotret perkembangan terbaru
dari sistem tata kelola pemerintahan dengan terbitnya UU Cipta Kerja,
perkembangann hukum administrasi negara yang merubah paradigma fiktif
negatif menjadi fiktif positif, kewenangan kompetensi Pengadilan PTUN, dan
subtansi akibat perluasan dari hukum administrasi negara.

Di sisi lain buku ajar ini memberi keilmuan dasar bagi pemula mahasiswa
fakultas hukum, untuk memahami pengertian, konsep, dan teori dasar Hukum
Administrasi Negara. Selain itu, buku ajar ini juga untuk mata kuliah institusional



dan peminatan/jurusan hukum administrasi negara sebagai pedoman secara
runtut, sistimatis, dan komprehensif.

Buku ajar mengkaji pada perkembangan tataran teori, konsep, perubahan
ketentuan peraturan perundang-undangan baru yang berkembang, dan luas
ruang lingkup hukum administrasi saat ini.

Secara umum Buku ajar cakupannya lebih luas, menguraikan praktek
administrasi pemerintahan dalam bingkai UU AP dan UU Cipta Kerja, yang
merupakan formulasi norma yang konkrit dari teori dan konsep yang ada saat
ini. Selayang pandang komprehensif dan sistematis dalam mempelajari,
memahami hukum adminsitrasi negara yang terus berkembang dari aspek teori,
konsep dan peraturan perundang-undangan, serta menjawab tantangan ke depan
permasalahan-permasalahn dalam penyelenggaraan pemerintahan, solusi dan
proses penyelesaian sengketa bidang pemerintahan.

Buku ajar Hukum Administrasi Negara, masih banyak kekurangan,
sehingga saran dan kritik yang membangun diharapkan. Essensi dasar dari
menulis buku ajar ini, sebagai cara bicara dengan peradaban, dengan runtinitas
suatu kebiasaan yang dilakukan secara terus-menerus untuk mengasah
kemampuan dan wawasan keilmuan kita. Pada hakikatnya menulis itu
menuangkan ide-ide dasar yang tidak kita pahami, untuk mudah dimengerti,
dipahami, dikontruksi dan wujudkan dalam alur berpikir yang sistematis dan
pada akhirnya bermanfaat bagi orang lain.

Ide-ide, gagasan, wacana muncul melalui proses panjang. Jalan menuju
professional seorang tidak mungkin langsung berhasil atau sukses, ada liku-liku
jalan yang dilewati, ada proses yang dihadapi, jadi harus dimulai dengan niat,
permulaan yang dimulai dengan kebiasan menulis selembar, dua lembar,
seterusnya, dan kita seakan tidak menyadari waktu tidak akan mengkhianati hasil
yang diusahakan. Percaya, yakin, dan target kita dapat diselesaikan. Pada
akhirnya indah bisa berbagi dan memberi nilai dalam hidup dan kehidupan
dengan karya kita, dan selalu ingat dosen itu menulis sebagai suatu kewajiban
bukan beban.

Terimakasih pada Allah SWT yang memberi saya ilmu untuk menuangkan
karya ini, pada Nabi Muhammad yang menunjukan Jalan Kebenaran, pada
orangtuaku (ibunda Yasitin dan Bapak Jae’s), dan suamiku (Evan Sofanus) yang
mendukung dan selalu ada memberi motivasi, support untuk terus berkarya,
mengasah kebiasaan menulis agar lebih baik.

Sepandai apapun kita, sepintar apapun kita, tanpa menulis kita akan
dilupakan dunia. Tetap berkarya, untuk mencerahkan khasanah keilmuan hukum
administrasi negara, sebagai pengingat di masa pendemi covid 19 saat ini. Benih
ini saya tabur semoga tumbuh subur dan bermanfaat. Ingat, sedetik waktu yang
lalu bukan miliki kita lagi, dan sedetik waktu ke depan belum tentu milik kita,
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jadi hiduplah dalam detik ini, hidup yang penuh syukur, dinikmati dan
bermanfaat. Kehidupan adalah awal harapan, jangan matikan harapan jika mau
hidup, Tuhan akan selalu ada bersama kita dalam kehidupan dan harapan.

Samarinda, 21 Juli 2021

Dr. Siti Kotijah, S.H., M.H
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BAB 1

KONSEP NEGARA HUKUM

Sub-CPMK:
Mahasiswa mampu menjelaskan Konsep Negara Hukum, yang meliputi Sejarah Hukum
Administrasi Negara, Pengertian Negara hukum, Pengertian Hukum Administrasi Negara,
Tugas-tugas Pemerintah dalam Negara Hukum Modern, Ruang Lingkup Hukum Adminitrasi
Negara, dan Perkembangan Hukum Administrasi di Indonesia.

A. Sejarah Hukum Administrasi Negara

I< onsep negara hukum ada beberapa model, seperti negara hukum menurut
Al Quran dan Sunah atau nomokrasi Islam, negara hukum menurut

konsep kontinental yang dinamakan rechtsaat, negara hukum Anglo-Saxon (rule of

law), konsep sosialis legality, dan konsep negara hukum Pancasila.'

Indonesia menganut sistem hukum Eropa Kontinental yang berasal dari
hukum Romawi, yang secara umum berkisar dalam bidang hukum perdata,
hukum pidana, hukum acara (perdata dan pidana), dan selain yang berasal dari
hukum Romawi, berkembang pula hukum dagang. Sampai dengan dibuatnya
Code  Napoleon, hukum publik (kecuali hukum acara) belum kelihatan
perkembangannya.

Secara histori gagasan negara hukum telah dikemukakan oleh Plato, dalam
buku nomoi, yang menyebutkan, penyelenggaraan negara yang baik ialah yang
didasarkan pada pengaturan (hukum) yang baik.” Gagasan ini diteruskan oleh
Aristoteles, yang menyebutkan suatu negara yang baik ialah negara yang
diperintah dengan konstitusi dan kedaulatan hukum.

Pada abad pertengahan (abad ke-14 sampai ke-15) negara Eropa Barat
belum mengenal pembagian kekuasaan pada negara-negara modern. Pada waktu
itu kekuasaan negara dipegang oleh raja, dan semua dilakukan birokrasi dengan
sistem kerajaan. Raja sebagai pemerintah, pembuat undang-undang, dan
mengadili apabila terjadi perselisihan. Pada abad ke-16 dan permulaan abad ke-
17, ada perubahan pemikiran bangsawan Eropa tentang sistem pemerintahan
yang dinamakan Renaissance atau perubahan, yaitu timbulnya aliran-aliran yang
mengemukakan:’

Sistem pemerintahan yang sentralistis yang kurang dapat menjamin
kemerdekaan individu harus dirubah dengan sistem pemerintahan yang dapat

U Tahir Azhary, 1992, Negara Hukum, Bulan Bintang: Jakarta, hlm. 63.

2 Ibid, hlm.66.

3 Bachsan Mustafa, 2001, Sistim Hukum Administrasi Negara Indonesia, Citra Aditya Bankti:
Bandung, hlm. Sistem ini dinamakan sistem demokrasi yang menghapus sistem absolut.
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menjamin lebih banyak kebebasan-kebebasan individu dan hak-hak asasi
manusia.

Sistem ini melahirkan sistem demokrasi yang dipelopori John locke (1832-
1704), dalam buku Two Treatises on Civil Government (1690) merumuskan teori
sebagai berikut:*

“Kekuasaan negara harus dibagi ke dalam 3 (tiga) kekuasaan yaitu
kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan federatif (disebut
federative power of commonwealth) yang masing-masing terpisah yang satu dari
yang lainnya. Kekuasaan legislatif meliputi kekuasan membuat peraturan.
Kekuasaan eksekutif meliputi kekuasan mempertahankan dan melak-
sanakan peraturan, serta mengadili perkara (J. Locke melihat mengadili
sebagal,”  witvoering” melaksanakan undang-undang), dan kekuasaan
federatif meliputi segala sesuatu yang tidak termasuk lapangan kedua
kekuasaan yang disebut pertama itu. Hubungan luar negeri termasuk
kekuasaan federatif.

CH de Montesqueiequ dalam buku L’Esprit des Lois tahun 1748 (jiwa
undang-undang), dikemukakan pemisahan kekuasaan (separation des ponvoir) dalam
3 (tiga) kekuasaan) yaitu:’

“Kekuasaan legislatif, (/z puissance legislative) kekuasaan eksekutif (/a puissance
acrcutive), dan kekuasaan yudikatif (la puissance de juger). Masing-masing
kekuasaan ini mempunyai lapangan pekerjaan sendiri yang harus
dipisahkan satu dengan yang lainnya. Ketiga kekuasaan tersebut fungsinya
dipegang oleh 3 (tiga) badan kenegaraan yang berlainan. Yang
menjalankan fungsi legislatif ialah Dewan Perwakilan Rakyat, yang
menjalankan fungsi eksekutif ialah raja, dan yang menjalankan fungsi
yudikatif ialah badan pengadilan.”

Pada hakekatnya pendapat Montesquieu terkait dengan trias politika
adalah:’

“Sesuatu dengan aliran-aliran yang membawa zaman axfklarung di Eropa

Barat, menginginkan jaminan bagi kemerdekaan individu terhadap

tindakan kesewenang-wenangan dari mereka yang berkuasa di dalam

negara. Montesquieu mengemukakan, kemerdekaan individu hanya dapat

dijamin kalau kekuasaan pusat di tangan raja didesentralisasikan, yaitu

4 Ibid. hlm.2. Dijelaskan teori ini, tidak mendapat pengaruh di Inggris. Teori pemisahan
kekuasaan John Locke ini bukan pertama, sebelum ada Aristoteles.Teori mulai berkembang
setelah ahli hukum bangsawan Prancis datang ke Inggris.

5 Ibid, hlm. 2.

6 Ihid.



dibagi antara 3 (tiga) badan kenegaraan yang berdiri sendiri-sendiri dan
yang lapangan pekerjaannya sama sekali terpisah yang satu dan yang
lainnya.

Pemisahan kekuasaan yang ada, pemisahan secara mutlak supaya tidak
terjadi  kesewenang-wenangan. Utrecht dalam, buku Pengantar Hukum
Administrasi Negara Indonesia, mengemukakan banyak para ahli merasa
keberatan diterapkan teori Montesquieu secara murni ke dalam sistem
pemerintahan tertentu.’

Sistem Montesquieu hanya diterapkan pada negara USA, namun dalam
melaksanakannya itu pun tidak murni. Sistem pembagian kekuasaan, hakekatnya
mengacu pada sistem check and balance atau pengawasan, dengan tujuan:

a. Untuk menghindarkan kemungkinan adanya salah satu dari ketiga badan
kenegaraan itu bertindak melampaui batas kekuasaannya, sehingga
merupakan tindakan sewenang-wenang; dan

b. Agar ketiga fungsi tersebut menjadi seimbang dalam tiap-tiap keadaan
tertentu diadakan pengawasan tertentu pula jadi sistem check and balance ini
bersifat kasusuistis.

Prinsip trias politika dengan sistem pembagian kekuasaan ini, menjadi
awal lahirnya administrasi negara. Dalam buku Dimock & Dimoock, berjudul
Administrasi Negara, memberi pengertian administrasi secara luas dan sempit.

Pengertian administrasi negara secara luas ialah aktivitas-aktivitas badan-
badan legislatif, eksekutif, dan badan yudikatif. Pengertian administrasi secara
sempit sebagai aktivitas-aktivitas badan eksekutif saja. Oleh Utrech disebut
overhezd untuk pengertian administasi negara secara luas untuk pemerintahan
dalam arti luas, dan pengertian artian sempit disebut bestuur untuk administrasi
negara dalam artian sempit.”

Hukum administrasi negara, baik dalam artian secara sempit dan luas,
mulai dikembangkan dalam tata kelola pemerintahan. Sistem pemerintahan ini
mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan jauh dari sewenang-wenangan. Ini
sebagai bentuk konsep negara hukum, yang menjadikan dasar mewujudkan
hukum administrasi negara. Konsep yang melahirkan hukum administrasi itu,
secara umum terkandung unsur eguality before the law pada rule of law yang berlaku
sama terhadap pejabat dan warga masyarakat. Hukum administrasi negara,

"Alasanya adalah pemisahan mutlak, maka akibatnya ada badan kenegaraan yang tidak
ditempatkan di bawah pengawasan suatu badan kenegaraan lainnya. Ketiga fungsi tersebut
masing-masing hanya boleh diserahkan kepada 1 (satu) badan kenegaraan tertentu saja atau
dengan kata lain tidak mungkin diterima sebagai asas tetap, bahwa tiap-tiap badan kenegaraan itu
hanya dapat 1 (satu) fungsi tertentu saja, Ibid.

8 Ibdi, hlm. 4-5.
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Dalam Paradigma UU Cipta Kerja

ukum Administasi Negara terus berkembang secara teori, konsep, dan praktek

hukum mengikuti perkembangan zaman dalam tata kelola pemerintahan.
Perkembangan Hukum Administrasi Negara, memastikan pelayanan publik ke warga
masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan dan Asas-Asas Umum yang Baik.

Buku Ajar Hukum Administrasi Negara ini memotret perkembangan terbaru dari
sistem tata kelola pemerintahan dengan terbitnya UU Cipta Kerja, perkembangan hukum
administrasi negara yang merubah paradigma fiktif negatif menjadi fiktif positif,
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